
                                               Bab III Akuntabilitas Kinerja


 (
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
)






3.1 	Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misis organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan kinerja (performance accountability report), serta  menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pencapaian sasaran yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang). 
Pengukuran Kinerja merupakan Inti dari Laporan kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Berau. Pengukuran tersebut merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa, Input, Output dan Outcome. Pengukuran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja dari Internal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.
· Kerangka Pengukuran Kinerja 
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan antara lain Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dengan jelas, Perjanjian Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU). 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dalam melaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran didasarkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA Tahun 2019, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 serta mendasarkan pula pada Indikator Kinerja Utama (IKU).	
· Metode Pengukuran Kinerja 
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: 



2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: 
                     Rencana-(Realisasi-Rencana )
           	Capaian Indikator Kineja = ------------------------------------------- x 100 %
                                                                 Rencana

		Atau:
                                           (2 x Rencana) – realisasi
 	Capaian Indikator Kinerja = ----------------------------------x 100%
                                                                       Rencana
                                            
                                                 
· Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran 
Hasil pengukuran capaian kinerja dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran dengan menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel    3.1     :  Skala pengukuran
	Skala Ordinal
	Predikat/Kategori

	> 85
	Sangat Berhasil

	70 < X ≤ 85
	   Berhasil

	55 < X ≤ 70
	Cukup Berhasil

	< 55
	Tidak Berhasil



Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini: Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Capaian Sasaran
Jumlah Indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori
-----------------------------------------------------------------
          Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : 
Sangat Berhasil		:	92,5
Berhasil			:	77,5
Cukup Berhasil		:	62,5
Tidak Berhasil		:	27,5 
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil. 

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang meliputi uraian keterkaitan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Pengukuran kinerja merupakan instrumen di dalam manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dengan informasi pencapaian indikator kinerja, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara obyektif dalam periode tertentu. Kegiatan dan program pemerintah daerah seharusnya dapat diukur dan dievaluasi.
Salah pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.Pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik. Dalam mengukur kinerja, diperlukan indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menbandingkan antara kinerja dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup mengambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. 
Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2019  dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.  Adapun hasil pengukuran capaian kinerja BKPP Kabupaten Berau Tahun 2019 sebagai berikut :
Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja BKPP
Kabupaten Berau Tahun 2019

	
No
	
Sasaran
	
Indikator Kinerja
	
Target
	
Satuan
	
Realisasi
	Capaian Kinerja
%


	1
	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional

	Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Berau yang mengikuti Diklat
	12
	Orang
	12
	100

	
	
	Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau
	31
	Orang
	31
	100

	
	
	Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	20
	Orang
	20
	100

	
	
	Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan II dan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS
	29
	Orang
	80


	100

	
	
	Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas  Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
	15
	Orang
	13
	86,67

	2
	Meningkatnya kualitas pendistribusian Aparatur Sipil Negara
	Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensinya
	500
	Orang
	724
	144,80

	
	
	Presentase kesesuaian penempatan jabatan eselon
	90
	Orang
	90
	100

	3
	Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disiplin

	Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang diproses berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
	5
	Kasus
	5
	100

	
	
	Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
	5
	Kasus
	11
	220

	
	
	Jumlah Aparat yang mengikuti bimbingan kinerja dan sumber daya
	5
	Orang
	4
	80

	4
	Terwujudnya sistem rekruitmen yang ideal

	Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi (Seleksi Penerimaan CPNS)
	100
	Orang
	100
	100

	5
	Terwujudnya Exellent Service bidang kepegawaian








	Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim Tepat Waktu (Pengurusan SK Pensiun dan Klaim tepat waktu)
	100
	Orang
	105
	105
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	Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu , taspen ( pengurusan SK Pensiun dan kalim tepat waktu )
	200
	Orang
	171
	85,50

	
	
	Jumlah penyelesaian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
	10
	Surat Izin untuk melakukan perceraian
	9
	90

	
	
	Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
	100
	Orang
	246
	246

	
	
	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monitoring
	13
	Kecamatan
	8
	61,54

	
	
	Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat
	800
	Orang
	800
	100

	6
	Meningkatnya keakuratan dan kemutahiran database kepegawaian
	Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK
	6000
	Orang
	5047
	84,12

	7
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan BKPP
	Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang tersusun
	12
	Dokumen
	29
	241,67

	
	
	Jumlah Kegiatan  Sosialisasi Kinerja SKPD
	12
	Bulan
	9
	75




Pada Tahun 2019  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau melaksanakan 7 (tujuh) sasaran, 5 (lima) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, sebagai wujud akuntabilitas BKPP Kabupaten Berau dalam melaksanakan mandat sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara BKPP Kabupaten Berau dengan Bupati Berau, sebagai berikut :
· Sasaran I : Terwujudnya ASN yang profesional yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :
1. Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Berau yang mengikuti Diklat 
2. Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau
3. Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
4. Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan II dan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS 
5. Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas  Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau 
· Sasaran II : Meningkatnya kualitas pendistribusian Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensinya
2. Presentase kesesuaian penempatan jabatan eselon 
· Sasaran III : Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disiplin yang terdiri dari 3 (dua) kegiatan yaitu :
1. Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang diproses berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
2. Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
3. Jumlah Aparat yang mengikuti bimbingan kinerja dan sumber daya
· Sasaran IV : Terwujudnya sistem rekrutmen yang ideal yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
1.  Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi (Seleksi Penerimaan CPNS)
· Sasaran V : Terwujudnya excellent service bidang kepegawaian. Pada sasaran V terdiri dari 6 (enam) kegiatan  yaitu :
1. Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim Tepat Waktu (Pengurusan SK Pensiun dan Klaim tepat waktu)
2. Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu , taspen (pengurusan SK Pensiun dan kalim tepat waktu)
3. Jumlah penyelesaian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS 
4. Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau 
5. Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monitoring 
6. Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat
· Sasaran VI : Meningkatnya keakuratan dan kemutakhiran database kepegawaian terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
1. Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK 
· Sasaran VII : Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan BKPP terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang tersusun 
2. Jumlah Kegiatan  Sosialisasi Kinerja SKPD 
2. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis BKPP Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
 
3.2.2.1. Sasaran I : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional
1. Indikator Kinerja Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikuti Diklat di lingkungan Pemkab Berau
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional, oleh karena itu Pengembangan Sumber Daya Aparatur diarahkan agar benar-benar memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, tanggung jawab dan professional dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Berkenaan dengan ini Pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III & IV baik itu ke Kampus Puslatbang KDOD LAN Samarinda, PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta maupun BPSDM Prov. Jawa Timur di Surabaya.
Secara umum kegiatan tersebut telah selesai dengan baik dan kami anggap telah mencapai sasaran sesuai yang ditentukan serta tidak mengalami permasalahan yang menghambat pelaksanaan program. A. A. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan  Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Kepala LAN Nomor 18, 19 dan 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II, III dan IV;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum  Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
B. 	TUJUAN DAN SASARAN
	1. Tujuan
a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian , ketrampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas dan jabatannya secara profesioanal dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah secara umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemimpinan yang baik
2. Sasaran
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menduduki jabatan (promosi jabatan) atau yang telah menduduki Jabatan Eselon II, III dan IV di lingkungan  Pemkab. Berau.
C. 	PELAKSANAAN
Sebelum kegiatan pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV ke  Puslatbang KDOD  LAN Samarinda, PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta dan BPSDM Prov. Jawa Timur di Surabaya Tahun 2019 dilaksanakan persiapan dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Konsultasi dan Koordinasi dengan Pihak Penyelenggara
2. Konsultasi dan Koordinasi dengan Puslatbang KDOD LAN Samarinda, BPSDM Prov. Kalimantan Timur di Samarinda, PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta dan BPSDM Prov. Jawa Timur di Surabaya.
3. Penetapan calon peserta yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II, III   dan IV 
4. Pemanggilan/pemberitahuan kepada calon peserta diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV.
5. Persiapan Pemberangkatan peserta Diklat Kepemimpinan Tk. II, II dan IV.
6. Pelaksanaan Dilatpim III Angkatan VIII  pada tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 bertempat Komplek Puslatbang KDOD LAN Jl. H.M.Ardhan (Ring Road III No. 36) Samarinda Kalimantan Timur
7. Pelaksanaan Diklatpim III Angkatan VIII dan IX pada tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Sptember 2019 bertempat di BPSDM Provinsi Jawa Timur Jalan Balongsari Taman Tandes Surabaya
8. Pelaksanaan Dilatpim II Angkatan XII  pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 16 Oktober 2019 bertempat Komplek Puslatbang KDOD LAN Jl. H.M.Ardhan (Ring Road III No. 36) Samarinda Kalimantan Timur
9. Diklatapim IV Angkatan VI pada tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 bertempat di PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta Jalan Melati Kulon No. I Baciro Yogyakarta
10. Pelaksanaan Diklatpim IV pada tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 bertempat di BPSDM Provinsi Jawa Timur Jalan Balongsari Taman Tandes Surabaya
	 	Perlu disampaikan bahwa setiap pelaksanaan Diklatpim baik Tk. II, III dan IV terdiri dari beberapa tahapan yaitu :
1. Tahap I	: Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan (On Campus)
2. Tahap II 	: Tahap Taking Ownership/Breaktrough I (Off Campus)
3. Tahap III	: Tahap Merancang Perubahan dan Pembangun Tim ( On Campus)
4. Tahap IV	: Tahap Laboratorium Kepemimpinan/Breaktough II (Off Campus)
5. Tahap V	: Tahap Evaluasi (On Campus)
Yang mana pada Tahap III dan V setiap Mentor/atasan langsung SKPD dari masing-masing peserta wajib hadir pada saat pemaparan dan apabila Mentor/atasan langsung tidak hadir maka peserta dinyatakan tidak lulus.
Pada saat On Campus Peserta Diklatpim Tk. II, III dan IV diberikan bantuan biaya tetapi apabila Off Campus tidak diberikan Uang Saku dan peserta wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas kediklatan sebagaimana mestinya serta melakukan tugasnya kembali sesuai dengan jabatan yang diembannya. 
Kegiatan Pengiriman Diklatpim Tingkat II,III dan IV bersumber dari APBD  Tahun 2019 melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja
Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikuti Diklat 
di lingkungan Pemkab Berau

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	1
	Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Berau yang mengikuti Diklat
	Orang
	87
	12
	12
	100
	520



Analisis Sasaran Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional sebagai berikut :
Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator jumlah pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikti Diklat Kepemimpinan mencapai target yang ingin dicapai, dimana target pada Tahun 2019 sebanyak 12 orang dan realisasi sebesar 12 orang dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100 persen, dengan capaian sampai tahun 2018 sebanyak 87 orang. untuk pencapaian target dan realisasi pada tahun 2019 dikategorikan baik.
· Hambatan atau masalah :
1. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan
2. Keterbatasan anggaran dalam mendukung kegiatan ini 
· Strategi Upaya pemecahan Masalah :
1. Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap ASN yang belum mengikuti Diklatpim di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
2. Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau
Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi wajib menempuh dan lulus ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan. 
Ujian Dinas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan yang berlaku.
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan memperoleh ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jenjang pendidikan ijazahnya dan ketentuan harus mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
Ujian ini dilaksanakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi, dengan ketentuan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak lulus dalam ujian tersebut, maka kepada yang bersangkutan dapat mengikuti kembali ujian pada tingkat yang sama yang akan dilaksanakan pada kesempatan lain
Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau  yang memiliki tupoksi di bidang pengembangan karier aparatur berkewajiban untuk menyelenggarakan ujian dimaksud agar manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan ujian dimaksud harus berjalan seobyektif mungkin didasarkan pada asas kompetensi. Tujuannya agar output dari kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Prinsip tersebut sesuai dengan semangat yang diusung dalam PP 12 Tahun 2002 tersebut bahwa kenaikan pangkat adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya.
Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mengurangi resiko yang ada, maka pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, direncanakan untuk dilaksanakan satu kali dalam setiaptahunnya tanpa harus mengurangi kuota peserta yang telah tertuang dalam DPA-SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2019. Tentu desain pelaksanaan ujian ini direncanakan sedemikian rupa dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
A. DASAR PELAKSANAAN
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS ;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil ;
4. 	Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau dengan nomor : 1.20.13.30.13.5.2 Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian penyesuaian Ijazah Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2019.
B. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan : Pedoman ini merupakan panduan bagi Peserta dan Panitia Ujian Dinas dalam penyelenggaran kegiatan Ujian Dinas.
2. Sasaran : Dengan adanya pedoman Ujian Dinas, diharapkan :
1. Terlaksananya kegiatan Ujian Dinas yang efektif dan efesien dengan tetap  mengacu pada peraturan yang berlaku ;
2. Tersedianya informasi dan persepsi yang sama mengenai standar prosedur pada setiap proses dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas 
3. Tersedianya rujukan standar kriteria kelulusan peserta ;
C. PELAKSANAAN
Pelaksanaan Ujian Dinas Tk. I bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2019 yang betempat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (BKPP) Jalan Mawar No 5 Tanjung Redeb. Pelaksanaan Ujian Dinas Tk. I tersebut diselenggarakan atas kerjasama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Kalimantan Timur.
Peserta  Ujian Dinas Tk. I berasal dari semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Ujian Dinas dilaksanakan dengan menggunakan computer (CAT). Jumlah peserta yang mengikuti ujian tersebut adalah 31 (tiga puluh satu) peserta. Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  tahun 2019  melalui Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau pada Badan Kepegawai Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau. 
Tabel 3.4
Indikator Kinerja
Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah bagi ASN 
di lingkungan Pemkab Berau

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	2
	Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau
	Orang
	35
	31
	31
	100
	40



Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah mencapai target yang ingin dicapai, dimana target pada Tahun 2019 sebanyak 31 orang dan realisasi sebesar 31 orang dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100 persen. Capaian sampai tahun 2018 sebanyak 35 orang, untuk pencapaian target dan realisasi pada tahun 2019 dikategorikan baik.
· Hambatan atau masalah :
1. Secara umum tidak ada hambatan atau masalah dalam kegiatan ini, karena jumlah target dan realisasi pada tahun 2019 mencapai 100 persen dan target yang sudah dilaksanakan sampai Tahun 2019 ini sudah mencapai target akhir Rentra 2021
3. Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
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Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN serta dalam rangka upaya untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional, memiliki kompetensi tinggi, berkinerja baik, berintegritas dan sesuai harapan organisasi pemerintah serta mendorong pengembangan karir dan memberikan kesempatan seluasnya bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan lebih tinggi dipandang perlu untuk melakukan kegiatan seleksi terbuka.
A. DASAR PELAKSANAAN
1. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 
3. Permen PAN&RB No. 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Permen PAN&RB No. 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
5. Perka BKN No. 18 Tahun 2015 Tentang Standar Audit Manajemen Kepegawaian;
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B. TUJUAN DAN SASARAN
1. TUJUAN
a. Memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan tugas yang lebih efektif dan efisien;
b. Seleksi terbuka merupakan salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena rekrutmen jabatan dilakukan secara transparan, menggunakan indikator tertentu dan dilakukan oleh pihak yang netral dan kompeten dalam melakukan seleksi.
2. SASARAN
Sasaran dari seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama adalah komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Berau untuk pembenahan birokrasi yang antara lain dengan menempatkan pejabat sesuai dengan latarbelakang pendidikan (kompetensi), maka perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam kerangka sistem yang baku dengan pendekatan merit sistem.
C. PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Pengumuman dan Penerimaan Berkas tanggal 22 Oktober–05 November 2019
2. Seleksi Administrasi dan Kualifikasi tanggal 13–14 November 2019
3. Pengumuman Hasil SeleksiAdministrasi dan Kualifikasi tanggal 15 November 2019
4. Penulisan Makalah tanggal 18 November 2019
5. Presentasi Makalah tanggal 19-20 November 2019
6. Pengumuman Hasil Penulisan dan Presentasi Makalah tanggal 22 November 2019
7. Assessment tanggal 25-26 November 2019
8. Pengumuman Hasil Assesment Desember 2019
9. Wawancara Akhir Desember 2019
10. Laporan hasil Penilaian Ke KASN esember 2019
11. Penyampaian Hasil Seleksi Kepada Bupati SelakuPejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Desember 2019
12. Pemberitahuan hasil akhir Seleksi Desember 2019
Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2019 melalui Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaTahun 2019 pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) KabupatenBerau.
Tabel 3.5
Indikator Kinerja
Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	3
	Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Orang
	50
	20
	20
	100
	20



Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mencapai target yang ingin dicapai, dimana target pada Tahun 2019 sebanyak 20 orang dan realisasi sebesar 20 orang dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100 persen. Capaian sampai tahun 2018 sebanyak 50 orang, untuk pencapaian target dan realisasi pada tahun 2019 dikategorikan baik.
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· Hambatan atau masalah  :
1. Sedikitnya jumlah pelamar yang memutuskan ikut dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dikarenakan beberapa hal yaitu masih  adanyakeraguan proses seleksi terbuka dilaksanakan secara murni dan transparan sehingg amasih adanya anggapan bahwa terdapat orang-orang yang telah dipersiapkan pada jabatan-jabatantersebut.
2. Masih terdapat pihak-pihak yang merasa bahwa jabatan adalah merupakan bentuk penghargaan atas prestasi kerja sehingga merasa kurang sesuai apabila jabatan harus dilamar. Mereka mengganggap bahwa jabatan harusnya diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja bukan sesuatu yang harus mereka kejar dan usahakan melalui berbaga irangkaian tes yang panjang.
3. Mereka yang memiliki kesempatan untuk ikut berkompetisi dalam seleksi terbuka merasa bahwa tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang ditawarkan.
· Strategi Upaya pemecahan Masalah :
1. Untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun anggaran berikutnya hendaknya Pemerintah Kabupaten Berau dapat melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh PNS untuk memberikan infromasi yang rincimengenaiperaturan, pedoman, mekanisme dan tata cara pelaksanaan seleksi terbuka serta memberikan pemahaman agar dapat menghilangkan keraguan yang muncul mengenai obyektifitas dan transparansi dalam pelaksanaan seleksi terbuka. 
2. Pemerintah Kabupaten Berau perlu mengkaji ulang mengenai alokasi anggaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka.
4.	Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan II dan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional, oleh karena itu Pengembangan Sumber Daya Aparatur diarahkan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada publik, pengambilan kebijakan serta implementasi kegiatan di berbagai instansi tidak dapat berjalan baik.
Untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang baik dan unggul dalam menghadapi hal tersebut diatas, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kabupaten Berau pada tahun 2019 telah menerima CPNS dari Umum sebanyak 93 ( Sembilan puluh tiga ) orang dan setelah di angkat menjadi CPNS maka para calon pegawai tersebut  di haruskan mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) untuk alih status menjadi Pegawai Negri Sipil.
A. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan  Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum  Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
6. Surat Kepala PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta Nomor : 893.4/06.1006/PPSDM tentang Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019;
7. Surat Kepala Puslatbang KDOD LAN Samarinda No: 1665/PKD.1.1/PDP.07.1 Tentang penetapan dan Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Angkatan VII.
B. TUJUAN DAN SASARAN
1. TUJUAN
a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian , ketrampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas dan jabatannya secara profesioanal dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah secara umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemimpinan yang baik.
2. SASARAN
Dengan Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan III dari formasi khusus adalah terwujudnya PNS yang mampu melaksanakan tugas secara profesional sebagai pelayan masyarakat.
C. WAKTU PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan konsultasi dan koordinasi dengan Pihak Penyelenggara dalam hal ini dengan PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta dan Puslatbang KDOD LAN di Samarinda. Kemudian menetapkan calon peserta yang akan mengikuti Latihan Dasar (Latsar), Pemanggilan/pemberitahuan kepada calon peserta Latihan Dasar (Latsar) Persiapan pemberangkatan peserta Latsar.
Pengiriman Latsar tahap Pertama di laksanakan tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 14 September 2019 di dua Lokasi yaitu :
a. Di Secaba Rindam IV Diponegoro di Kota Magelang Jawa Tengah untuk Materi Kesipasiagaan Bela Negara dari tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 14 Juli 2019.
b. Untuk Materi lain di tempat yang di tunjuk PPSDM Kemedagri Regional Yogyakarta. 
Pengiriman tahap kedua Berdasarkan Surat Kepala Puslatbang KDOD LAN Samarinda Tentang Penetapan dan Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Angakatan VII  tanggal 18 Oktober s.d 14 Desember 2019 dilaksanakan di kampus Puslatbang KDOD LAN Samarinda. 
Tabel 3.6
Indikator Kinerja
Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan 
Golongan II dan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	4
	Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan II dan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS
	Orang
	80
	29
	80


	
	120



Dari tabel diatas yang dapat dilihat nilai indikator jumlah PNS yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan II dan Golongan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS melebihi target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2019 target yang ditetapkan ada 29 orang dan realisasi yang dicapai sebanyak 80 orang, demikian juga capaian sampai pada tahun 2018 berjumlah 80 orang dengan target akhir Renstra berjumlah 120 orang. Pada kegiatan ini ada perbedaan data yang tertera di Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja dengan yang data yang telah ditetapkan di DPA BKPP Tahun 2019. Adapun target yang sudah ditetapakan di DPA sebanyak 300 Orang dengan jumlah realisasi sebanyak 52 orang.
5. Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas  Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
Bahwa untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar  bagi yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Berkenaan dengan ini Pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan Pemberian Biaya Tugas Belajar dan Ikatan Dinas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu di dalam propinsi Kalimantan Timur maupun keluar Propinsi Kalimantan Timur.
A. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72) tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penyelenggaraan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambnahan Lembaran Negara Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS Pada kementerian Dalam Negeri (Mendagri) ;
6. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau dengan nomor : 1.20.13.30.11.5.2 Kegiatan Biaya Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2019.
B. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan
1. Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Aparatur sipil Negara (ASN) adalah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.
2. Memberikan kesempatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk meningkatkan mutu, kualitas dan profesionalisme melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan.
3. Menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Menciptakan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
5. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah secara umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemimpinan yang baik.
Sasaran
Sasaran dari program pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah tersedianya Aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik.
C. 	PELAKSANAAN
Prosedur cara pengusulan untuk diterbitkan Surat Keputusan Tugas Belajar maupun Izin Belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai berikut :
1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajukan permohonanTugas Belajar/Izin Belajar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
2. Pengajuan calon Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana di maksud di atas dilakukan sebelum Pegawai ASN mendaftarkan diri sebagai mahasiswa dan mengikuti seleksi pada perguruan tinggi yang dituju.
3. Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh tim Seleksi penetapan Tugas Belajar atau Izin Belajar dan hasilnya akan diberitahukan lebih lanjut kepada Bupati dan pemohon.
4. Sekretaris Daerah menandatangi Surat Keputusan Tugas Belajar maupun Izin Belajar yang telah disetujui oleh Tim Seleksi dengan didasari pada kebutuhan, manfaat pendidikan yang kan ditempuh dalam mendukung tugas pokok pada satuan kerja dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan awal pemohon dengan pendidikan yang kan ditempuh.
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diterbitkan SK Tugas Belajarnya dan aktif sebagai mahasiswa Tugas Belajar wajib membuat laporan kemajuan Tugas Belajar setiap semesternya yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Berau cq. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau.
Daftar nama Pegawai ASN yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya APBD Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2019  adalah sebagai berikut :
· PROGRAM STRATA SATU ATAU DIPLOMA IV ( S1/D IV)
1. Dian Anjarwati, A.Md Program Pendidikan Sarjana (S1) Jurusan Teknik Informatika pada Institut Sains dan teknologi (AKPRIND) di Yogyakarta dengan Nomor Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kaabupaten Berau Nomor ; 890/01/BKPP-II/2018 tanggal 1 Februari 2018.
2. Ardan  Program Pendidikan Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan pada Universitas Mulawarman (UNMUL) di Samarinda dengan nomor Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Nomor : 890/007/TUBEL/BKPP-II/2018  tanggal 6 Agustus 2018.
3. Sri Rejeki P, A.Md.Kep Program Pendidikan Diploma IV (D IV/ S1) Jurusan  Ilmu Keperawatan plus profesi Ners Pada Universitas Muhammadiyah Kalimatan Timur (UMKT) di Samarinda dengan nomor Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Nomor : 890/012/TUBEL/BKPP-II/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
4. Umi Hanni, A.Md.Keb Program Pendidikan Diploma IV (D IV/ S1) Jurusan  Ilmu Kebidanan plus profesi Bidan Pada Universitas Mega Rezky Makassar dengan nomor Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Nomor : 890/014/TUBEL/BKPP-II/2019 tanggal 20 Agustus 2019
· PROGRAM STRATA II  ATAU PASCA SARJANA( S2)
1. Noveria Devy Irmawanti, S.H Program Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Jurusan  Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro (UNDIP) di Semarang dengan nomor Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Nomor : 890/005/TUBEL/BKPP-II/2018  tanggal 27 Juli 2018.
2. drg . Verastuti Indriasari Program Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Jurusan Studi Ortodonsia pada Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dengan nomor Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Nomor : 890/008/TUBEL/BKPP-II/2018 tanggal 9 Agustus 2018.
3. Ratna, S. Farm. Apt Program Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Jurusan Magister Farmasi Klinik pada Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta nomor Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Nomor : 890/012/TUBEL/BKPP-II/2018  tanggal 4 September  2018.
4. Achmad Ramali, S.Sos Program Pasca Sarjana (S2) Jurusan Magister Pembangunan Sosialmdan Kesejahteraan (ISIPOL) pada Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau  nomor 890/001/BKPP-II/2019 tanggal 12 Februari 2019
5. Ns. Bambang Irawan, S. Kep Program Pasca Sarjana (S2) Jurusan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau  nomor 890/005/BKPP-II/2019 tanggal 2 Juli 2019
6. Dr. Nevy Dwi H Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/S2)  Jurusan Ilmu Gizi Klinik pada Universitas Hasanuddin Makassar (UNHAS) dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau  nomor 890/006/BKPP-II/2019 tanggal 23 Juli 2019
7. Dr. Ari Septiani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/S2)  Jurusan Studi Neurologi pada Universitas Padjajaran (UNPAD) di Bandung Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau  nomor 890/007/BKPP-II/2019 tanggal 23 Juli 2019
8. Dr. Andy Inna Agustina Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/S2)  Jurusan Patologi Klinik pada Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Makassar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau  nomor 890/008/BKPP-II/2019 tanggal 23 Juli 2019
9. Hendra Hermawan, S.E Program Pasca Sarjana (S2)  Jurusan Magister Akuntansi pada Universitas Brawijaya (UNIBRAW) di Malang Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau  nomor 890/009/BKPP-II/2019 tanggal 23 Juli 2019
Kegiatan Biaya Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  tahun 2019  melalui Kegiatan Biaya Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau pada Badan Kepegawai Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau.
Adapun rincian besarnya biaya Tugas Belajar bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2019 adalah sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                                    
· Untuk Program Strata Satu/Diploma IV masing-masing sebesar Rp 27.000.000,-
· Untuk Program Pasca Sarjana / PPDS masing-masing Rp 45.000.000,-
Tabel 3.7
Indikator Kinerja
Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas  Belajar dan Ikatan Dinas
bagi PNS di Lingkungan Pemkab Berau

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	5
	Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas  Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
	Orang
	14
	15
	13
	86,67
	15



Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator jumlah PNS yang mendapatkan biaya tugas belajar dan ikatan dinas pada tahun 2019 dengan target 15 orang dan realisasi 13 orang sehingga capaian prosentase 86,67 persen. Sampai dengan tahun 2018 capaian yang sudah dicapai sebanyak 14 orang jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 sebanyak 15 orang yang mana sudah mencapai dan melebihi target Renstra yang sudah ditetapkan dan masuk kategori baik.

3.2.2.2  Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pendistribusian Aparatur Sipil Negara
1. Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensinya
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau dibentuk untuk menjalankan tugas dari Bupati Berau dibidang kepegawaian daerah. BKPP Kab. Berau diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian melalui penyelenggaran manajemen kepegawaian yang berkualitas, profesional, dan akuntabel. Pelaksanaan mandat tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur yang diwujudkan didalam Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atas penggunaan anggaran, serta didalam penyusunan laporan kinerja harus didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015.
Bidang Mutasi Pegawai, Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan Aparatur mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan kepegawaian yakni proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
A. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 11);
4. Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 60).
Dasar Hukum Penempatan PNS diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Pelaksanaan Kegiatan di Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan Aparatur secara umum adalah untuk menunjang layanan kepegawaian khususnya mutasi kepegawaian, meningkatkan kualitas aparatur, serta sebagai filter untuk menyaring PNS terbaik yang berminat mutasi ke Pemerintah Kabupaten Berau.
Maksud dan tujuan kegiatan di Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian adalah :
1. Pelayanan administrasi Mutasi pegawai ke Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dapat dilaksanakan secara optimal ;
2. Pelayanan administrasi Mutasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara tepat;
3. Pelayanan administrasi Mutasi ke luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan secara tepat dan penuh pertimbangan;
4. Pemindahan dan Penempatan Aparatur antar Instansi/ OPD di dalam Pemerintah Kabupaten berau dapat dilaksakan secara tepat 
5. Penempatan PNS pada nomenklatur JFU terbaru agar sesuai dengan kompetensi dan keahlian serta jenjang pendidikan PNS tersebut;
6. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pengawas, jabatan administrator, jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional dapat dilaksanakan secara baik atas pertimbangan Baperjakat.
C. WAKTU PELAKSANAAN
a. Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan dan Sumpah / Janji Jabatan (Administrator, Pengawas, JPTP dan Fungsional/Guru)
Berdasar Pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Sedangkan dalam Pasal 19 mengatur mengenai Jabatan Pimpinan Tinggi yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil.
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Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, 93, dan 141 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada 15 Juni 2017 telah ditandatangani Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagaimana telah dilakukan perubahan dan tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017.
Pada tahun anggaran 2019 Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan Aparatur telah melaksanakan 5 kali Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan. Adapaun hasil Kegiatan tersebut adalah :
1) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tanggal 1 Februari 2019
Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator, Jabatan  Pengawas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab.  Berau dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 di Gedung Balai Mufakat Jl. Cendana Tanjung Redeb.
Kegiatan Penempatan (baik rotasi maupun promosi) dilaksanakan berdasar aturan yang berlaku dan telah melalui pertimbangan dari Tim Baperjakat. Pelaksanaan Pelantikan tanggal 1 Februari 2019 telah menempatkan 80 PNS pada instansi baru dengan prosentase PNS laki-laki 56 orang (70%), dan Perempuan 24 orang (30%).
2) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tanggal 11 Februari 2019
Pelantikan kedua pada tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan khusus diperuntukan untuk Jabatan Fungsional Guru. Terdapat 151 Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai kepala, baik kepala Sekolah Dasar Negeri maupun Kepala SMP Negeri.
3) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tanggal 2 Mei 2019
Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator, Jabatan  Pengawas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab.  Berau dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 di Gedung Balai Mufakat Jl. Cendana Tanjung Redeb. 
4) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tanggal 13 Agustus 2019
Pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2019 diadakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.  Kegiatan Penempatan PNS ( baik rotasi maupun promosi) dilaksanakan berdasar aturan yang berlaku dan telah melalui pertimbangan dari Tim Baperjakat
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Pelaksanaan Pelantikan tanggal 13 Agustus 2019 telah menempatkan 145 PNS pada instansi baru dengan prosentase PNS laki-laki 112 orang (77,25%), dan Perempuan 33 orang (22,75%).
5) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tanggal 11 Oktober 2019
Pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2019 diadakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. 
Kegiatan Penempatan PNS ( baik rotasi maupun promosi) dilaksanakan berdasar aturan yang berlaku dan telah melalui pertimbangan dari Tim Baperjakat. Pelaksanaan Pelantikan tanggal 11 Oktober 2019 telah menempatkan 104 PNS pada instansi baru dengan prosentase PNS laki-laki 81 orang (77,88%), dan Perempuan 23 orang (22,11%).
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b. Pelaksanaan Kegiatan Mutasi (Keluar dan Masuk) antar Kab/Kota/Provinsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
Mutasi Pegawai Negeri sipil adalah perpindahan tugas dan/ atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar – Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negei serta atas permintaan sendiri.  Hal terkait Mutasi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 197. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada 4 April 2019, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
Atas dasar hal tersebut, dirasa perlu untuk membuat aturan / pedoman mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Pada tanggal 11 Juli 2019 diterbitkan Peraturan Bupati Berau Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
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Peraturan Bupati Berau Nomor 47 Tahun 2019 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan mutasi atas kepentingan Instansi maupun atas permintaan sendiri. Baik dikarenakan kepentingan Instansi maupun atas permintaan sendiri, semua PNS yang telah memenuhi persyaratan adminitrasif akan dilakukan tes wawancara. PNS/ pemohon akan dijadwalkan untuk mengikuti  tes wawancara. Tahapan wawancara dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Mutasi yang dibentuk oleh Bupati Berau.
Adapun Tim Verifikasi Mutasi Mutasi terdiri atas :
a. Pembina 	: 1. Sekretaris Daerah
			: 2. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah
b. Ketua		: Kepala BKPP
c. Wakil Ketua	: Sekretaris BKPP
d. Anggota	: 1. BKPP
			: 2. Inspektorat Wilayah
			: 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			: 4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			: 5. Perangkat Daerah Terkait
e. Sekretariat	: Bidang Mutasi Aparatur BKPP
Maksud dan Tujuan dari dilaksanakannya wawancara adalah untuk: 
a. mengetahui alasan PNS mengajukan mutasi;
b. mengetahui riwayat pekerjaan/ jabatan dan latar belakang pendidikan;
c. menggali potensi dan kompetensi PNS yang akan mutasi;
d. pemetaan pegawai;
e. pola karier PNS;
f. pengembangan karier PNS
Pada tahap wawancara ini, tim verifikasi mutasi bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati terkait dari hasil wawancara tersebut. Hasul pertimbangan tim berupa rekomendasi tentang diterima ataupun ditolak suatu permohonan mutasi.
1) Kegiatan Wawancara Mutasi Tanggal 17 Juli 2019 Februari 2019
Kegiatan wawancara dalam rangka seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil yang masuk maupun keluar dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di Kantor BKPP Kab. Berau (ruang rapat Kaban) Jl. Mawar no. 5 Tanjung redeb.
2) Kegiatan Wawancara Mutasi Keluar Kab. Berau Tanggal 25 Nopember 2019
Kegiatan wawancara dalam rangka seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 25 dan 26 Nopember 2019 di Kantor BKPP Kab. Berau (ruang rapat Kaban) Jl. Mawar no. 5 Tanjung Redeb
Tahun 2019, terdapat 59 PNS yang mengajukan mutasi baik masuk maupun keluar di lingkungan Pemerintah Kab. Berau.
Adapun yang menjadi pertimbangan menerima dan melepas PNS adalah :
a. Kelengkapan berkas administratif
b. Alasan mutasi PNS
c. Formasi dan/ atau kebutuhan pegawai
d. Kebutuhan khusus organisasi
e. Tidak mengganggu / mengurangi kinerja bagi SKPD yang ditinggalkan PNS yang ingin mutasi keluar Kab. Berau
Setelah mendapatkan pertimbangan dari tim verifikasi, dan mendapatkan persetujuan dari Berau, untuk proses selanjutnya adalah berdasarkan aturan Perka BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
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c. Mutasi PNS Antar Instansi / SKPD di lingkungan Kabupaten Berau
Kebijakan mutasi pegawai merupakan salah satu fungsi manajemen sistem kepegawaian Negara yang sangat fundamental baik di tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah.  Kebijakan mutasi pegawai ASN ini perlu menciptakan suatu netralitas yang tinggi, dan berlandaskan pada merit system (pengangkatan seorang pegawai didasarkan pada kecakapan yang dimiliki). Dalam konsep yang lebih umumnya bahwa mutasi pegawai diharapkan mampu mengorong dan menciptakan penerapan reformasi birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pada tingkatan pemerintahan daerah. Sebab reformasi birokrasi sendiri memiliki tujuan yakni mengubah struktur, tingkah laku dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama, terlebih khusus dalam penataan sistem dan manajemen kepegawaian.
Mutasi antar Instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Berau didasarkan atas aturan yang berlaku.  Pada tahun 2019 telah diterbitkan 205 SK Mutasi PNS antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. 
d. Jumlah SK Mutasi Tahun 2019
	
	
	

	NO
	URAIAN
	JENIS KELAMIN
	JUMLAH

	
	
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN
	

	1
	MUTASI STAF ANTAR SKPD
	103
	102
	205

	2
	MUTASI PEJABAT ESELON DAN GURU
	357
	125
	482

	3
	PENEMPATAN PASCA TUBEL
	5
	7
	12

	4
	PENEMPATAN MUTASI MASUK
	3
	2
	5

	5
	PEMBERHENTIAN
	4
	2
	6

	Total
	472
	238
	710

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Kegiatan Penempatan PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2019 melalui Kegiatan Penempatan PNS Tahun 2019 pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau.
Tabel 3.8
Indikator Kinerja
Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensinya

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	1
	Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensinya
	Orang
	850
	500
	724
	144,8
	500 


Analisis Sasaran Meningkatnya kualitas pendistribusian Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :
Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensinya pada tahun 2019 dengan target 500 orang dan realisasi 724 orang sehingga capaian prosentase 144,8 persen, yang artinya masuk kategori baik sekali dimana realisasi kinerja melebihi target yang ditetapkan. Sampai dengan tahun 2018 capaian yang sudah dicapai sebanyak 850 orang jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 sebanyak 500 orang yang mana sudah mencapai dan melebihi target Renstra yang sudah ditetapkan.
· Hambatan atau masalah  :
1. Mutasi Staf antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau masih belum sepenuhnya tepat sasaran, kurangnya koordinasi antar SKPD seringkali menyebabkan miss comunication.
2. Tidak update Anjab , Analisis Beban Kerja maupun Peta Jabatan yang dimiliki oleh instansi terkait, menyebabkan proses mutasi staf antar SKPD belum dapat berjalan dengan maksimal.
3. Adanya Pemohon Mutasi yang tidak cooperative dalam tahapan proses mutasi, terutama terkait Mutasi Keluar maupun Masuk Lingkngan Pemerintah Kabupaten Berau, sebaga contoh :
· Pemohon Mutasi Keluar Kab. Berau sudah tidak menjalankan Tugas dan Kewajiban sebagai PNS Kab. Berau sebelum SK Mutasi terbit.
· Pemohon Mutasi enggan melengkapi persyaratan mutasi
4. Fasilitas sangat minim dan terbatas 
· Strategi Upaya pemecahan Masalah :
a. Perlunya komunikasi dan koordinasi terhadap berbagai instansi, khusunya yang berkaitan dengan bidang mutasi;
b. Anjab, ABK dan Peta Jabatan harus dibakukan dalam bentuk Peraturan Bupati, dan harus selalu di update;
c. Penting dilaksanakan sosialisasi terkait proses/ tahapan mutasi khususnya Tata Cara Mutasi Keluar dan Masuk 
d. Sangat penting untuk melengkapi fasilitas pegawai untuk menjamin kelancaran, kenyamanan dan konsentrasi dalam bekerja dan menyelesaikan tugas-tugas kedinasan
e. Sangat penting penggunaan teknologi informasi dalam mengelola data pegawai terkait pemindahan, penempatan, mutasi/rotasi untuk menjamin kelancaran, kemudahan dan akuntabilitas pekerjaan di subbid penempatan.
2. Presentase kesesuaian penempatan jabatan eselon
Sebagai seorang aparatur sipil negara sudah seyogyanya mempunyai tanggung jawab dalam menempati posisi yang strategis untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini harus diikuti dengan sumber daya manusia yang berkualitas dengan mempunyai semangat dan integritas tinggi. Dengan dimulainya era reformasi saat ini pemerintah dituntut untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional untuk mendapatkan arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang jelas.
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Salah satunya adalah dengan cara menerapkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur nya. Reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Berbagai masalah yang muncul dalam mekanisme pengisian jabatan struktural secara tertutup tersebut, kemudian  mendorong dilakukannya pergeseran sistem pengisian jabatan struktural menjadi pengisian jabatan stuktural secara terbuka (Rekrutmen pegawai melalui lelang jabatan merupakan salah satu cara pemerintah dalam pengisian jabatan struktural secara terbuka dengan tujuan penjaringan sumber daya aparatur berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja. 
Pelaksanaan penyeleksian lelang jabatan yang berdasarkan pada merit system yang sudah di atur di dalam UU ASN telah diasumsikan akan melahirkan pejabat yang berkompeten sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi. Menurut UU ASN merit system adalah kebijakan dan manajemen sumberdaya manusia yang mengutamakan integritas, kualifikasi kompetensi, kinerja dan budaya pelayanan dalam seleksi, mutasi, promosi, penggajian dan pemberhentian pegawai. Merit system menjamin perlakuan objektif, adil, wajar, dan tidak membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal ususl, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. 
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Dengan adanya merit system proses penyeleksian akan terselenggara dengan baik dan terjamin karena penjaringan sumberdaya aparatur dapat dilihat dari kompetensi para pengisi jabatan dan kualitas kinerja pegawai. Hal ini sebagai langkah solutif untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang sekarang mendapat respon negatif dari masyarakat dalam perihal pelayanan. Selain merit system adapun penyeleksian pegawai menggunakan metode assesment center. Assesment center merupakan suatu metode yang digunakan untuk dapat mengetahui kompetensi dari kandidat  saat ini, yakni menyangkut proses rekrutmen pegawai atau pengisian jabatan pegawai/pejabat pemerintahan yang tidak transparan dan cenderung masih menggunakan mekanisme pengisian jabatan secara tertutup (close career system) yang lebih mengutamakan pada peran pejabat atasan dalam melakukan pengangkatan pejabat dengan jabatan di bawahnya. 
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Proses seperti inilah yang banyak ditentukan berdasarkan relasi-relasi politik, kekeluargaan, dan ekonomi yang sangat kental dengan muatan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur pengangkatan pejabat itu sendiri. Berbagai praktek menyimpang dalam proses pengisian jabatan struktural secara tertutup menimbulkan keraguan akan keefektifan mekanisme pengisian jabatan tersebut, karena pada akhirnya hanya mengutamakan aspek politis pengangkatan pejabat itu saja, namun mengenyampingkan aspek kualitas dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan struktural. Maka kemudian banyak dijumpai pejabat-pejabat yang menempati suatu jabatan struktural yang tidak sesuai dengan kualifikasinya, yang pada akhirnya akan memperburuk kinerja dari instansi pejabat tersebut. Hal ini jelas tidak sesuai dengan salah satu prinsip umum kepegawaian yang mengamanatkan pejabat harus ditempatkan pada jabatan yang sesuai. Namun tentunya perubahan ini juga didukung dengan komitmen bersama untuk mewujudkannya baik dari penyediaan sarana dan anggaran maupun peningkatan  kompetensi sumber daya aparatur PNS. Guna memenuhi kebutuhan di maksud, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau bekerjasama dengan  berbagai institusi terkait akan melaksanakan Pemetaan Uji Kompetensi bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2019.
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A. DASAR PELAKSANAAN.
1. Undang-undang  Nomor 5 tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ).
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 pasal 203 dan 204 setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh ) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihaan (BKPP) Kabupaten Berau dengan Nomor : 4.05.13.30.20.5.2 Tahun 2019. Kegiatan Pemetaan Kompetensi Jabatan Struktural PNS.
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B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
1. Maksud dan Tujuan. 
a.	Untuk melakukan kebijakan dan manajemen ASN yang harus dilaksanakan dengan Merit System Yaitu dilakukannya pergeseran sistem pengisian jabatan struktural menjadi pengisian jabatan stuktural secara terbuka, dengan tujuan penjaringan sumber daya aparatur berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja. 
b. Untuk menjelaskan lelang jabatan atau seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka merupakan suatu sistem mekanisme yang dilakukan dalam mengimplementasikan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan struktural yang dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan Setiap PNS.
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2.  Sasaran .
         Pelaksana / Staf Potensial yang sudah berpangkat Penata / IIIc dan Penata Tk.I / IIId  dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang dapat di pertimbangkan untuk menduduki jabatan.
C. WAKTU PELAKSANAAN
Penyelenggaraan Pemetaan Kompetensi Jabatan Struktural PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2019 bertempat di Hotel Derawan Indah Jln. Panglima Batur Tanjung Redeb. 
Tabel 3.9
Indikator Kinerja
Presentase kesesuaian penempatan jabatan eselon

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	2
	Presentase kesesuaian penempatan jabatan eselon
	Orang
	-
	90
	90
	100
	-



Dari tabel diatas dapat dilihat indikator kinerja presentase kesesuaian penempatan jabatan eselon dengan  target yang ditetapkan sebanyak 90 orang dan mencapai realisasi 90 orang dengan capaian prosentase 100 persen. Jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan tahun 2018 belum ada target yang ditetapkan, karena pelaksanaan kegiatan kompetensi jabatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan masuk kategori Baik.

3.2.2.3 Sasaran  III : Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disiplin
1. Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang diproses berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan, penegakan hukuman Pegawai Negeri Sipil dan menciptakan iklim kerja aparatur pemerintah yang lebih berhasil guna, bersih, berwibawa dan profesional, dipandang perlu untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Hukum PNS Tahun 2019. Dengan semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kasus hukum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, untuk itu kami telah mengkaji beberapa hal yang dianggap perlu untuk dikedepankan terutama yang berkenaan dengan mekanisme penyelesaian kepegawaian bagi PNS yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 
A. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
6. Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Berau Tahun Anggaran 2019 No. 4.05.4.05.13.30.38.5.2 tanggal 21 Desember 2018
B. 	MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Hukum PNS yaitu untuk mewujudkan kinerja Pejabat atau staf yang bersih, berwibawa dan professional dalam menangani permasalahan maupun pekerjaan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan/pelanggaran hukum PNS dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang hukum dan kepegawaian sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. 

	Adapun tujuannya sebagai berikut :
a. Terciptanya tertib administrasi;
b. Tegaknya supremasi hukum di bidang kepegawaian;
c. Adanya ketepatan dan kepastian dalam pengambilan keputusan penjatuhan hukuman sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017;
d. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan hukum; 
e. Mempercepat penyampaian informasi di bidang kepegawaian.
Sasaran dari Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Hukum PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
C. 	WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Hukum PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dilaksanakan sesuai waktu anggaran tahun 2019 dengan metode sebagai berikut :
1. Penghimpunan data PNS yang tersangkut tindak pidana dari Perangkat daerah di Kabupaten Berau;
2. Memverifikasi temuan data dan informasi PNS yang tersangkut tindak pidana;
3. Pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman PNS atas Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Penjatuhan Hukuman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bagi PNS yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Berau .
Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Hukum PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun 2019 melalui Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Hukum PNS pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau.
Tabel 3.10
Indikator Kinerja
Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	1
	Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang diproses berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
	Kasus
	15
	5
	5
	100
	20



Analisis Sasaran Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disiplin sebagai berikut :
Dari tabel diatas dapat dilihat indikator kinerja jumlah kasus pelanggaran hukum PNS dengan  target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 5 kasus dan mencapai realisasi 5 kasus dengan capaian prosentase 100 persen. Dan  dibandingkan dengan capaian sampai dengan tahun 2018 sebanyak 15 kasus, sehingga target akhir Renstra sebanyak 20 kasus yang ditetapkan, tercapai  dan masuk kategori Baik.
· Hambatan atau Masalah
1.	Masih banyaknya PNS yang belum memahami Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian terutama yang menyangkut penindakan terhadap PNS yang terlibat kasus tindak pidana;
2.	Adanya perbedaan pemahaman dalam penerapan pemberhentian sementara untuk kepentingan peradilan dan proses penyelesaian status kepegawaian PNS setelah kasus tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3.	Belum optimalnya Anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan sedangkan jumlah kasus yang ditangani setiap tahun semakin meningkat;
4.	Belum optimalnya pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah dalam memproses/melaporkan PNS yang tersangkut tindak pidana;
5. 	Kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan.
2.	Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai  Negeri Sipil dan menciptakan iklim kerja aparatur pemerintah yang lebih berhasil guna, bersih, berwibawa dan profesional,  dipandang perlu untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Tahun 2019. 
Dengan semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, untuk itu kami telah mengkaji beberapa hal yang dianggap perlu untuk dikedepankan terutama yang berkenaan dengan mekanisme proses penyelesaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010  tentang Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2010
A. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959  tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983                Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250)   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan  Kode  Etik  Pegawai  Negeri  Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018  Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2018 tentang  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun  Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 60).
10. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah   Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Berau Tahun Anggaran 2019 No. 4.05.4.05.13.30.09.5.2  Tanggal 21 Desember 2018.
B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS  yaitu untuk mewujudkan kinerja  Pejabat atau staf yang bersih, berwibawa dan  profesional dalam menangani permasalahan maupun pekerjaan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan/pelanggaran disiplin PNS dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. 
Adapun tujuannya sebagai berikut :
a. Terciptanya tertib administrasi;
b. Adanya ketepatan dan kepastian dalam pengambilan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010;
c. Adanya ketepatan dan kepastian dalam pengambilan keputusan pemberian sanksi Kode Etik  sesuai PP Nomor 24 Tahun 2004;
d. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin PNS dan penegakan Kode Etik PNS;
e. Mempercepat penyampaian informasi di bidang kepegawaian.
Sasaran dari Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS adalah  Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang melakukan pelanggaran  terhadap ketentuan :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang  Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan  Kode  Etik  Pegawai  Negeri  Sipil;
C.  PELAKSANAAN
Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dilaksanakan sesuai waktu anggaran tahun 2019 dengan metode sebagai berikut :
1. Penghimpunan data-data pelanggaran disiplin  PNS dan pelanggaran Kode Etik PNS dari  Perangkat  Daerah di Kabupaten Berau ;
2. Memverifikasi  temuan data dan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin PNS ;
3. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 terhadap kasus pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat;
4. Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik sesuai  PP Nomor 24 Tahun 2004;
5. Pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS  atas Laporan Hasil Pemeriksaan  oleh Tim Pemeriksa sesuai PP Nomor  53 Tahun 2010; 
6. Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai PP Nomor  53 Tahun 2010 bagi  PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Berau .
7. Pemberian Rekomendasi sanksi Kode Etik oleh  Majelis Kode Etik; 
8. Pemberian sanksi Kode Etik PNS oleh pejabat yang berwenang melalui surat Keputusan;
9. Pendokumentasian Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan Surat Keputusan Sanksi Kode Etik PNS.  
Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun 2019 melalui Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau .
Tabel 3.11
Indikator Kinerja
Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS 

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	2
	Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
	Kasus
	10
	5
	11
	220
	15



Dari tabel diatas dapat dilihat indikator kinerja jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS dengan  target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 5 kasus dan realisasi 11 kasus yang artinya melebihi target dengan capaian prosentase 220 persen. Dibandingkan dengan capaian sampai dengan tahun 2018 sebanyak 10 kasus, sehingga target akhir Renstra sebanyak 15 kasus yang ditetapkan, tercapai  dan masuk kategori Baik Sekali.
· Hambatan atau Masalah
1. Masih banyaknya PNS yang belum memahami Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian terutama yang menyangkut Disiplin PNS dan Kode Etik PNS;
2. Masih banyaknya perbedaan persepsi dalam proses penyelesaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin termasuk didalamnya pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dan pemberian sanksi Kode Etik.
3. Belum optimalnya Anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan;
4. Belum optimalnya pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah  dalam memproses pelanggaran disiplin PNS;
5. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan.
3. 	Jumlah Aparat yang mengikuti bimbingan kinerja dan sumber daya
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS, Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. 
Agar penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan maka Pemerintah Kabupaten Berau akan menerapkan Tunjangan Kinerja Daerah untuk perbaikan kinerja ASN. Dengan meningkatnya kinerja ASN maka akan menunjang produktivitas pegawai di lingkungan  Pemerintah Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan organisasi.  
Sebagai upaya implementasi program tersebut maka dipandang perlu untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Sumber Daya Aparatur Tahun 2019. 
A. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959  tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja PNS di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018  Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2018 tentang  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun  Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 60).
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Berau Tahun Anggaran 2019 No. 4.05.4.05.13.30.09.5.2  Tanggal 21 Desember 2018.
B. TUJUAN DAN SASARAN
Adapun tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan kinerja PNS melalui  pemberian tunjangan kinerja yang penilaiannya dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan menggunakan Sistem Aplikasi E-Kinerja ASN. 
Sasaran dari Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Sumber Daya Aparatur adalah  Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
C. PELAKSANAAN
Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Sumber Daya Aparatur dilaksanakan sesuai waktu anggaran tahun 2019 dengan metode sebagai berikut :
1. Membentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau;
2. Pembahasan oleh Tim Pelaksananaan TPP ASN mengenai persyaratan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah, mekanisme penetapan TPP ASN dan penetapan besaran TPP ASN Pemerintah Daerah;
3. Pembayaran TPP Pegawai ASN dinilai berdasarkan kinerja dan disiplin kerja;
4. Menyiapkan Sistem Aplikasi E- Kinerja ASN yang bekerja sama dengan PT ITS TEKNO SAINS.
Hasil  Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Sumber Daya Aparatur Tahun 2019 telah tercapainya Perjanjian Kerja Sama                                                               Nomor : 415.42/27/BKPWPDT/VIII/2019 dan  Nomor : 013/08/ITS-TEKNO/PKS/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Berau Dengan PT ITS TEKNO SAINS Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan terselesaikannya Aplikasi e - Kinerja  serta Source Codenya dari hasil pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT ITS TEKNO SAINS. 
Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Sumber Daya Aparatur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun 2019 melalui Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau .
Tabel 3.12
Indikator Kinerja
Jumlah Aparat yang mengikuti bimbingan kinerja dan sumber daya

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	3
	Jumlah Aparat yang mengikuti bimbingan kinerja dan sumber daya
	Orang
	18
	5
	4
	80
	23



Dari tabel diatas dapat dilihat indikator kinerja jumlah aparat yang mengikuti bimbingan kinerja dan sumber daya  yang ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 5 orang dan realisasi yang dicapai sebanyak 4 orang sehingga prosentase capaian 80 persen.  Dari target akhir Renstra 2021 sebanyak 23 orang, capaian hingga tahun 2018 sebanyak 18 orang
· Masalah atau Hambatan
	Permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Sumber Daya Aparatur Tahun 2019  antara lain :
1. 	Masih banyaknya PNS yang belum memahami Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian terkait  Penilaian Kinerja;
2. 	Masih banyaknya pengelola kepegawaian pada Perangkat  Daerah yang kurang memahami dalam memproses  SIMPRESENSI  KEHADIRAN PEGAWAI  guna pembayaran TPP Disiplin;   
· Strategi Upaya Pemecahan Masalah :
1. Diperlukan Sosialisasi dan Pelatihan bagi operator yang menjalankan E-Kinerja;

3.2.2.4 Sasaran  IV : Terwujudnya sistem rekruitmen yang ideal
1. Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi (Seleksi Penerimaan CPNS)
Seluruh instansi pemerintah setiap tahunnya wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan analisis jabatan dan analisa beban kerja untuk dapat melakukan pemetaan jabatan dan menentukan jumlah kekurangan atau kelebihan pegawai. Penetapan alokasi formasi CPNS oleh KemenPANRB dijadikan sebagai dasar kegiatan pengadaan PNS. 
Dalam proses pelaksanaannya, pengadaan PNS harus dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif, bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya. Hal ini sebagai wujud implementasi program reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Pengadaan PNS merupakan suatu kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong yang disebabkan antara lain adanya pegawai yang telah mencapai Batas usia Pensiun (BUP), meninggal dunia, pindah instansi, pengembangan organisasi, berhenti karena permintaan sendiri dan atau diberhentikan tidak atas permintaan sendiri karena suatu sebab ataupun terjadi restrukturisasi organisasi, sehingga diperlukan adanya pengadaan PNS melalui seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
A. DASAR PELAKSANAAN
1. 	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN;
2. 	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. 	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019; 
5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 753 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2019;
7. 	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. 	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan Metode Computer Assissted Test Badan Kepegawaian Negara;
9.	Peraturan Bupati Berau Nomor 596 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang/Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Berau untuk menetapkan Keputusan Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
10.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau Nomor : 4.05.13.30.02.5.2 Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2019.
B. TUJUAN DAN SASARAN
Mendapatkan SDM Aparatur yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat, mampu berperan sebagai Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki intelegensia yang tinggi untuk dapat mengembangkan kapasitas kinerja organisasi pemerintah, mewujudkan sistem seleksi pengadaan PNS yang bersih, obyektif transparan, kompetitif dan bebas dari KKN serta tidak dipungut biaya. Seleksi Penerimaan CPNS ini juga bertujuan untuk mengisi kekurangan atau kebutuhan formasi jabatan yang bersih dan memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan, tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sasaran dari terlaksananya kegiatan pengadaan PNS yang menghasilkan PNS sesuai dengan kebutuhan formasi dan standar kompetensi yang dipersyaratkan guna memperoleh putra putri terbaik bangsa yang kompeten dengan menjalankan Seleksi Pengadaan PNS yang kompetitif dan berbasis kompetensi sebagai landasan dasar pembentukan profesionalisme PNS dan pembentukan birokrasi yang modern menuju birokrasi kelas dunia. Dengan metode pelaksanaan seleksi yang terbuka, transparan dan kompetitif diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat khususnya generasi muda bahwa untuk menjadi PNS harus bertumpu pada kemampuan diri sendiri.
C. PELAKSANAAN
Tahapan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS terdiri atas :
1. 	Pengumuman Seleksi CPNS Di Lingkungan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 dengan Pengumuman No. 803/1240/BKPP-I/2019, Tanggal 04 November 2019 (terlampir), dimana Pemerintah Kabupaten Berau pada Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019 dengan Jumlah Pelamar keseluruhan 2.715 sedangkan pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berjumlah 2.508 pelamar.
2. 	Seleksi Berkas Administrasi peserta dilakukan dengan cara verifikasi berkas fisik dan juga online;
3. 	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2019, memuat ketentuan sebagai berikut :
1. 	Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan Nilai Ambang Batas 126
2. 	Tes Intelegensia Umum (TIU) dengan Nilai Ambang Batas 80
3. 	Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan Nilai Ambang Batas 65
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan metode seleksi Computer Assissted Test (CAT) sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan Metode Computer Assissted Test Badan Kepegawaian Negara.
Adapun Formasi Kebutuhan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2019 yang telah mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi sejumlah 160 Formasi dengan perincian :
· Alokasi Formasi Tenaga Pendidikan sejumlah 76
· Alokasi Formasi Tenaga Kesehatan sejumlah 68
· Alokasi Formasi Tenaga Teknis sejumlah 16
· Alokasi Formasi Penyandang Disabilitas sejumlah 3 (diambil dari alokasi formasi tenaga pendidikan) 
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Berau Formasi Tahun 2019 dilaksanakan tanggal 14 s.d 19 Februari 2020. Pelaksanaan Test di laksanakan langsung oleh Tim dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII dibagi per sesi, satu sesi dilaksanakan dengan 100 orang pelamar. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan bagi pelamar CPNS yang lulus pada Seleksi Kompetensi Dasar. Peserta seleksi yang lulus pada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ini yang akan ditetapkan sebagai peserta yang lulus Seleksi CPNS Kab. Berau Formasi Tahun 2019. 
Pelaksanaan Seleksi dimulai dari Penerimaan Berkas, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan bertempat di Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2019/2020  di Ruang Computer Assissted Test BKPP Kab. Berau.
Kegiatan Penerimaan CPNS Pemerintah Kab. Berau bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Tahun Anggaran 2019/2020 melalui Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS Tahun 2019/2020 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau.
Tabel 3.13
Indikator Kinerja
Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas 


	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	1
	Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi (Seleksi Penerimaan CPNS)
	Orang
	100
	100
	100
	100
	50



Analisis Sasaran Terwujudnya sistem rekruitmen yang ideal
1. Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi (Seleksi Penerimaan CPNS)
Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator jumlah Calon  Aparatur Sipil Negara mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 orang dan realisasi sebesar 100 orang. Sampai dengan tahun 2018 realisasi capaian sebanyak 100 orang dengan target akhir Renstra 50 Orang.

3.2.2.5 Sasaran V :  Terwujudnya Exellent Service Bidang Kepegawaian
1. Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim Tepat Waktu (Pengurusan SK Pensiun dan Klaim tepat waktu)
Dalam upaya menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka diperlukan sistem informasi yang terdiri dari dari sistem informasi pengembangan kompetensi, sistem informasi pelatihan, sistem informasi manajemen karier dan sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun, yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN).  Layanan yang melebihi harapan merupakan bentuk layanan paripurna yang akan diberikan kepada PNS yang memasuki masa pensiun, sebagai wujud penghargaan PNS yang telah berjasa dan mengabdi kepada pemerintah. Untuk pelaksanaannya diperlukan dukungan semua pihak dan jajaran baik yang ada di BKN, PT Taspen maupun instansi terkait dalam pengelolaan kesejahteraan pegawai.
Gaji Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang purna tugas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Yang melatarbelakangi adanya pensiun karena adanya kemauan sendiri, adanya Takdir dari Allah SWT karena Sakit, Meninggal Dunia, Tewas, Perampingan Organisasi dan diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar hukum atau adanya kasus.
A.  DASAR PELAKSANAAN.
1. UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun Janda/Dudanya PNS;
2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
4. PP Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun dan Pokok Pensiun PNS dan Janda/Duda;
5.	PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
6.	PP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman penetapan Kecelakan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja 
7.	Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018.
C. TUJUAN DAN SASARAN. 
Tujuan pelaksanaan Pengurusan SK Pensiun dan Klaim Tepat Waktu adalah untuk lebih memudahkan pengurusan proses penerbitan SK Pensiun bagi PNS yang sebelum satu tahun memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), PNS yang mengajukan Pensiun Dini (Atas Permintaan Sendiri) dan PNS APS karena sakit/Uzur,  Pensiun Meninggal Dunia dan Pensiun Tewas dalam pengurusan SK Pensiun. Dengan demikian Hasil yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian khususnya terkait pengurusan pensiun PNS. 
Sasaran  pengurusan SK Pensiun yaitu PNS yang telah mencapai BUP, Pensiun APS, Pensiun Meninggal Dunia dan Pensiun Tewas.
C. PELAKSANAAN.
Pelaksanaan pemberkasan pengusulan berkas Pensiun yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dilakukan satu tahun sebelum yang bersangkutan pensiun. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah melalui BKPP Kabupaten Berau. Pihak BKPP melakukan verifikasi berkas BUP PNS yang akan memasuki purna tugas kemudian menginput data tersebut kedalam SAPK Pensiun secara on line melalui Aplikasi SAPK Pensiun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
Pada Tahun 2019 Pengurusan SK Pensiun PNS dan Klaim Tepat Waktu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang telah terbit dan telah diserahkan kepada yang bersangkutan sebanyak 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) orang dengan rincian sebagai berikut:
a. PNS yang Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 100 orang
b. PNS yang mengajukan Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) karena telah memenuhi syarat Pensiun APS/APS Uzur sebanyak 5 orang 
A. PNS Pensiun karena Meninggal Dunia sebanyak  23  orang
B. PNS Pensiun Usul Tewas sebanyak 0 orang
C. Masa Persiapan Pensiun (MPP) Tahun 2019 sebanyak 2 orang
Pembiayaan pelaksanaan pengurusan SK Pensiun dan Klaim Tepat Waktu melalui APBD Program Kegiatan Pengurusan SK Pensiun dan Klaim Tepat Waktu BKPP Kabupaten  Berau
Tabel 3.14
Indikator Kinerja
Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim Tepat Waktu (Pengurusan SK Pensiun dan Klaim tepat waktu)

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	1
	Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim Tepat Waktu (Pengurusan SK Pensiun dan Klaim tepat waktu)
	Orang
	250
	100
	105
	105
	100



Analisis Sasaran Terwujudnya Exellent Service Bidang Kepegawaian
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai Indikator Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan Klaim Tepat waktu pada tahun 2019 ditetapkan target sebanyak 100 orang dan realisasi 105 orang sehingga prosentase capaian hingga 105 persen dengan capaian realisasi hingga tahun 2018 sebanyak  250 orang dan target akhir Renstra sebanyak 100 orang termasuk kategori baik sekali
· Masalah atau hambatan
Hambatan yang sering dihadapi dalam pengurusan SK Pensiun dan Klaim Tepat Waktu antara lain :
a. PNS yang telah  memasuki  Batas Usia Pensiun (BUP), sering terlambat mengusulkan berkas pensiun;
b. Adanya kesalahan dan perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir pada SK yang diterbitkan. 
c. Adanya PNS yang tidak memasukkan data pada PUPNS sehingga penyelesaian pengurusan SK Pensiun pada saat akan pensiun terkendala.
d. Jaringan yang sering macet sehingga memperlambat pengimputan data PNS BUP kedalam SAPK Pensiun; 
e. Kurangnya Sarpras yang disediakan. (laptop, Printer dan Scanner)
f. Kurangnya Anggaran.
2. Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu , Taspen 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk meningkatkan kinerja PNS tersebut diperlukan kegiatan yang dapat memotivasi PNS agar bekerja lebih baik dengan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian. Pemberian pelayanan yang baik sangat tergantung pada keakuratan data PNS dan perlu dibangun sistem informasi dan database kepegawaian melalui kegiatan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) pada tahun 2003 dan kegiatan konversi NIP dalam rangka keakuratan dan efektifitas informasi data kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
BKPP sebagai leading sektor yang menangani kepegawaian sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maka dalam hal ini kebutuhan akan data Pegawai Negeri Sipil yang akurat, terintegrasi dan terkini sangat penting. Data PNS dikelola oleh BKPP sebagai database  nasional khususnya data PNS di Kab. Berau dimana data tersebut menjadi acuan dalam proses kepegawaian oleh seluruh instansi.
Sebagai contoh, kita melihat dengan jelas bahwa selama ini Kartu Pegawai Negeri Sipil, yang kita kenal dengan singkatan Karpeg yang berlaku selama ini belum dapat dimanfaatkan untuk kemudahan pemberian pelayanan secara multiguna kepada PNS, Penerima Pensiun, dan keluarganya. Untuk itu perlu dibangun sistem layanan yang lebih efesien dengan menfaatkan teknologi informasi . Oleh karena itu, perlu diciptakan Kartu PNS Elektronik yang disingkat KPE yaitu kartu identitas PNS yang menggunakan teknologi kartu pintar dan otintifikasi sidik jari, sehingga selain sebagai identitas, KPE juga dapat dimanfatkan untuk berbagai layanan seperti perbankan, kesehatan,Taspen, Taperum, dan aktivitas transaksi merchant, serta fungsi-fungsi lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung profesionalisme PNS. Dengan demikian KPE ini nantinya akan menggantikan fungsi KARPEG yang selama ini kita gunakan. Begitu pula dengan Kartu Karis, Karsu dan Kartu Peserta Taspen wajib dimiliki oleh seluruh PNS yang masih aktif.
A.  DASAR PELAKSANAAN.
1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
2. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999;
3. Kep. Ka. BKN No. 115.a/KEP/1983 jo Kep. Ka. BKN No. 007/KEP/1988;
4. PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP No. 11 Tahun 2002
5. UU No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai;
B. TUJUAN DAN SASARAN. 
Tujuan pelaksanaan Pengurusan Karpeg, Karis, Karsu dan Peserta Taspen adalah untuk meningkatkan pelayananan administrasi kepegawaian sehingga PNS dilingkungan Pemerintah Kab. Berau lebih muda dalam mendaptkan Kartu Pegawai, Karis, Karsu dan Kartu peserta Taspen  melalui BKPP. Untuk mewujudkan harapan tersebut kami BKPP bersinergi berupaya untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait, seperti BKN dan PT Taspen Persero.
Sasaran Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C. PELAKSANAAN.
Pelaksanaan Pengurusan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Isteri  (Karis), Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Peserta Taspen dilakukan di kantor BKPP sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Berkas usulan Karpeg, Karis dan Karsu PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2019 yang telah diusulkan BKN Regional VIII di Banjarbaru  sebanyak 169  berkas setelah di verifikasi kembali oleh BKN Regional VIII yang memenuhi syarat dan mendapatkan Kartu Pegawai, Karis dan Karsu sebanyak 169 orang PNS, dengan rincian sebagai berikut:
1. Kartu Pegawai (Karpeg)  sebanyak 	48  orang PNS;
2. Kartu Isteri (Karis) sebanyak		35  orang; 
3. Kartu Suami (Karsu)  sebanyak	 	44  orang. 
Sedangkan berkas usulan Kartu Peserta Taspen PNS dilingkungan Pemkab. Berau di sampaikan oleh Pihak BKPP ke Kantor PT. Taspen Persero di Samarinda untuk diproses lebih lanjut kemudian berkas tersebut di sampaikan lagi ke Kantor PT Taspen Pusat di Jakarta untuk dibuatkan Kartu Peserta Taspen Elektronik sebanyak  42 orang. PT Taspen Pusat mengeluarkan Kartu Peserta Taspen Elektronik untuk semua PNS yang telah terdaftar di PT Taspen, kemudian disalurkan ke masing masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
Pembiayaan pelaksanaan pengurusan Karpeg, Karis, Karsu dan Kartu Peserta Taspen melalui dana APBD Program Kegiatan BKPP Kab. Berau Tahun 2019.
Tabel 3.15
Indikator Kinerja
Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu , Taspen
	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	1
	Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu , taspen 
	Orang
	400
	200
	171
	79,679
	200



Dari tabel diatas dapat dilihat indikator kinerja jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen yang ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 200 orang dan realisasi capaian sebanyak 171 orang sehingga prosentase capaian 79,679 persen dan masuk kategori berhasil.  Dari target akhir Renstra 2021 sebanyak 400 orang, capaian hingga tahun 2018 sebanyak 200 orang
· Masalah atau Hambatan
	Permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Sumber Daya Aparatur Tahun 2019  antara lain :
1. Kurangnya kesadaran PNS untuk menyampaikan berkas usulan secara tepat waktu ke BKPP baik yang baru mengusul maupun yang bagi PNS yang kehilangan kartu untuk diusulkan dan dibuatkan  kembali kartu yang hilang;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Minimnya anggaran 
3. Jumlah penyelesaian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.  
Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. 
Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri  Sipil.
Dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai  Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur kegiatan Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. 
A. DASAR PELAKSANAAN
a. 	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
b. 	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
c. 	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
d. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten  Berau; 
e.	Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016;
f. Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2015 tentang  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun anggaran 2016;
g. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
h. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Maksud dilaksanakannya kegiatan Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS  yaitu untuk mewujudkan kinerja  Pejabat atau staf yang professional dalam menangani  permasalahan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun tujuannya sebagai berikut :
a. Terciptanya tertib administrasi;
b. Tersedianya SDM yang profesional dalam mengambil keputusan pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS;
c. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan  izin perkawinan dan perceraian  PNS; 
d. Mempercepat penyampaian informasi di bidang kepegawaian.
Sasaran kegiatan ini para Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
C. PELAKSANAAN
Kegiatan Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS   dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dilaksanakan sesuai waktu anggaran tahun 2019. Hasil  Kegiatan Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS   dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau  Tahun 2016, terdapat 22 PNS yang mengajukan permohonan izin perceraian.
Kegiatan Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS   dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :
a. Penghimpunan berkas permohonan izin perkawinan dan perceraian PNS  dari  SKPD  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau ;
b. Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan izin perkawinan dan perceraian PNS;
c. Permintaan keterangan kepada PNS yang mengajukan permohonan izin perkawinan dan perceraian yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
d. Pembahasan oleh Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
e. Pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS  yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Berau .
f. Hasil  Kegiatan Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS   dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau  Tahun 2016, terdapat 22 PNS yang mengajukan permohonan izin perceraian.
Tabel 3.16
Indikator Kinerja
Jumlah penyelesaian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	1
	Jumlah penyelesaian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
	Surat Izin
	25
	10
	9
	90
	10



Dari tabel diatas dapat dilihat indikator kinerja jumlah penyelesaian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 10 orang dan realisasi capaian sebanyak 9 orang dan prosentase capaian 90 persen namun masuk kategori baik.  
· Masalah atau Hambatan
a. Masih banyaknya PNS yang belum memahami Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian terutama yang menyangkut Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
b. Masih banyaknya perbedaan persepsi dalam proses penyelesaian bagi PNS yang melakukan izin perkawinan dan perceraian ;
4. Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) adalah  tanda penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya terdiri dari 3 macam: 
a. 	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun; 
b. 	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun; 
c. 	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 
Bentuk dan warna pita (Dasar Biru, dengan lima lajur abu-abu) 
Warna Medali dapat dibedakan menjadi:
a.	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun (warna perunggu)
b. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun (warna perak)
c. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (warna emas)
A.  DASAR PELAKSANAAN.
1. UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
2. UU Nomor 5 Tahun 2014;
3. PP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
4. PP Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara RI.
8. Surat Edaran Sekjen Kemendagri RI Nomor: 002.2/5987/SJ, tanggal 8 Juli 2019 tentang Prosedur Usul Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya (SLKS).
B. TUJUAN DAN SASARAN. 
Tujuan pelaksanaan pengurusan pemberian Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya (SLKS) yaitu untuk memperlancar dan mempermudah dalam mendapatkan Petikan SK, Piagam Pemghargaan dan Medali (Emas, Perak dan Perunggu) SLKS masa kerja X tahun XX tahun dan XXX tahun  PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2019. Petikan SK, Piagam Penghargaan SLKS ditandatangani oleh Presiden RI, diproses oleh Kemendagri dan Setmilpres RI di Jakarta Pusat.
Tujuannya yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil  dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang mendapat penghargaan.
Sasaran dari kegiatan ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C. PELAKSANAAN.
Adapun pelaksanaan Pengurusan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan bagi PNS  melalui Pemberian Tanda Kehormatan SLKS dilakukan di kantor BKPP sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Pengajuan usul Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek disiplin, kinerja dan masa kerja.
Pada Tahun 2019, berkas usulan SLKS PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) berkas dan yang memenuhi syarat serta mendapatkan petikan SK Presiden RI, Piagam Penghargaan dan Medali sebanyak 246 orang PNS, sedangkan 4 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan rincian sebagai berikut:
· SLKS X tahun sebanyak 145 orang;
· SLKS XX tahun sebanyak 65 orang; 
· SLKS XXX tahun sebanyak 36 orang. 
Berdasarkan Surat Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal  Kementerian Dalam Negeri Nomor:800/10732/Sj/tanggal 3 Desember 2018 perihal Penggunaan Aplikasi            e-SLKS dan ULA Kemendagri RI. 
Dalam rangka meningkatkan layanan penyelesaian usul pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi PNS dilingkungan Pemkab. Berau yang baru dikeluarkan Sesuai dengan surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri tentang Penunjukkan Administrator (Admin) Aplikasi e-SLKS. Dengan adanya sistem aplikasi tersebut maka pihak BKPP wajib mengadakan sarana dan prasarana perangkat sistem aplikasi tersebut


Tabel 3.17
Indikator Kinerja
Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau


	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	1
	Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
	Orang
	250
	100
	246
	246
	250




Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau pada tahun 2019 dengan target 100 orang dan mencapai realisasi 246 orang sehingga capaian prosentase 246 persen, yang artinya masuk kategori baik sekali dimana realisasi kinerja melebihi target yang ditetapkan. Sampai dengan tahun 2018 capaian yang sudah dicapai sebanyak 250 orang jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 sebanyak 250 orang yang mana sudah mencapai dan melebihi target Renstra yang sudah ditetapkan.
· Masalah atau Hambatan
1. 	Kurangnya Sarpras perangkat sistem aplikasi  e-SLKS  dan ULA.
2. 	Kurang Komputer, Scanner dan Printer yang disediakan.
Strategi Upaya Pemecahan Masalah
1. Dengan adanya sistem aplikasi tersebut maka pihak BKPP wajib mengadakan sarana dan prasarana perangkat sistem aplikasi tersebut 


5. Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monitoring

Tabel 3.18
Indikator Kinerja
Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program 


	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	1
	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monitoring
	Kecamatan
	39
	13
	8
	61,54
	52



Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator jumlah Kegiatan monitoring dan evaluasi Program pada tahun 2019 dari target 13 Kecamatan hanya dapat direalisasikan 8 kecamatan dengan capaian prosentase 61,54 persen, yang artinya masuk kategori cukup. Sedangkan untuk target sampai dengan tahun 2018 sebanyak 39 kecamatan dengan target akhir Renstra 2021 sebanyak 52 Kecamatan. 
6. Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat
Ada beberapa hal didalam manajemen kepegawaian yang digunakan sebagai pemicu semangat kerja pegawai yang akan menghasilkan kinerja yang baik juga. Yang pertama, adalah dengan system penggajian yang berfungsi sebagai balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja serta untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya secara layak yang bertujuan agar ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Cara yang kedua, adalah dengan ditegakkannya suatu peraturan disiplin pegawai negeri sipil untuk mengontrol perilaku mereka agar selalu melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan terarah. Cara lainnya adalah dengan menggunakan sistem kenaikan pangkat yang diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.
Kenaikan pangkat merupakan penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang dengan tekun, penuh pengabdian melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Karena kenaikan pangkat adalah penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah mengabdi dengan tekun di dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka sudah sepantasnya diberikan kenaikan pangkat kepadanya.
Berkenaan dengan ini Pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan Pengurusan Kenaikan Pangkat bagi PNS baik itu Golongan IV/a ke atas, Golongan III/d ke bawah bagi Pejabat Struktural maupun Fungsional yang terbagi atas periode April dan Oktober.
A. DASAR PELAKSANAAN
1.	Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5494);
2. 	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
3. 	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
4. 	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
5. 	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
6. 	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat PNS;
7. 	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian PNS;
8.	Peraturan Bupati Berau Nomor 596 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang/Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Berau untuk menetapkan Keputusan Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
9. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V.79-5/99 tanggal 14 Juli 2017 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau dengan nomor : 4.05.13.30.04.5.2 Kegiatan Pengurusan Kenaikan Pangkat Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2019.
B. TUJUAN DAN SASARAN
a. Maksud Pengurusan Kenaikan Pangkat bagi PNS adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil .
b.	Memberikan penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara.
c. 	Mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan.
Sasaran dari program Kenaikan Pangkat adalah tersedianya Aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik.;
C. KETENTUAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PNS
1. Sistem Kenaikan Pangkat dan Susunan Pangkat
a. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem : 
1) Kenaikan pangkat regular ; dan 
2) Kenaikan pangkat pilihan.
b. Di samping sistem kenaikan pangkat tersebut di atas kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan : 
1) Kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas;
2) Kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
c. Masa Kenaikan Pangkat 
1) Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. 
2) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
3) Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut :

	NO
	PANGKAT
	GOLONGAN
	RUANG

	
	
	
	

	1.
	2
	3
	4

	
	
	
	

	1.
	Juru Muda
	I
	a

	2.
	Juru Muda Tingkat I
	I
	b

	3.
	Juru
	I
	c

	4.
	Juru Tingkat I
	I
	d

	5.
	Pengatur Muda
	II
	a

	6.
	Pengatur Muda Tingkat I
	II
	b

	7.
	Pengatur
	II
	c

	8.
	Pengatur Tingkat I
	II
	d

	9..
	Penata Muda
	III
	a

	10.
	Penata Muda Tingkat I
	III
	b

	11.
	Penata
	III
	c

	12.
	Penata Tingkat I
	III
	d

	13.
	Pembina
	IV
	a

	14.
	Pembina Tingkat I
	IV
	b

	15.
	Pembina Utama Muda
	IV
	c

	16.
	Pembina Utama Madya
	IV
	d

	17.
	Pembina Utama
	IV
	e



[image: ]

D. PELAKSANAAN KEGIATAN
· PROSES KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 APRIL 2019
a) Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2019 untuk Golongan Ruang IV/ a Keatas, sebagai berikut :
1. Nota Usul (berkas yang dikirim) berjumlah 22 orang, terdiri dari Golongan Ruang IV/a  (9 orang), Golongan Ruang IV/b (10 orang),  Golongan Ruang IV/c (2 orang), Golongan Ruang IV/d (1 orang);
2. Persetujuan Teknis (Berkas ACC) dari BKN Regional VIII Banjarmasin berjumlah 22 orang, terdiri dari Golongan Ruang IV/a  (9 orang), Golongan Ruang IV/b (10 orang),  Golongan Ruang IV/c (2 orang), Golongan Ruang IV/d (1 orang);
3. Berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak ada. 
b) Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2019 untuk Golongan Ruang III/d Kebawah, sebagai berikut :
1. Nota Usul (berkas yang dikirim) berjumlah 603 orang, terdiri dari Golongan Ruang III/d Kebawah;
2. Persetujuan Teknis (Berkas ACC) dari BKN Regional VIII Banjarmasin berjumlah 575 orang, terdiri dari Golongan Ruang III/d Kebawah;
3. Berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Golongan Ruang III/d Kebawah berjumlah 28 orang.
· PROSES KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2019
a) Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2019 untuk Golongan Ruang IV/ a Keatas, sebagai berikut :
1. Nota Usul (berkas yang dikirim) berjumlah 30 orang, terdiri dari Golongan Ruang IV/a (11 orang), Golongan Ruang IV/b (19 orang),  Golongan Ruang IV/c (5 orang);
2. Persetujuan Teknis (Berkas ACC) dari BKN Regional VIII Banjarmasin berjumlah 30 orang, terdiri dari Golongan Ruang IV/a (11 orang), Golongan Ruang IV/b (19 orang),  Golongan Ruang IV/c (5 orang);
3. Berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak ada. 
b) Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2019 untuk Golongan Ruang III/d Kebawah, sebagai berikut :
1. Nota Usul (berkas yang dikirim) berjumlah 313 orang, terdiri dari Golongan Ruang III/d Kebawah;
2. Persetujuan Teknis (Berkas ACC) dari BKN Regional VIII Banjarmasin berjumlah 297 orang, terdiri dari Golongan Ruang III/d Kebawah;
3. Berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Golongan Ruang III/d Kebawah berjumlah 16 orang.
· PENYESUAIAN MASA KERJA
a) Berkas yang diusulkan sebanyak 30 orang;
b) Berkas yang mendapat Persetujuan Teknis dari BKN Regional VIII Banjarmasin berjumlah 30 orang.
c) Berkas yang masih proses di dari BKN Regional VIII Banjarmasin berjumlah 30 orang.

Tabel 3.19
Indikator Kinerja
Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	1
	Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat
	Orang
	1000
	800
	800
	100
	800



Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat pada tahun 2019 dari target 800 orang mencapai realisasi sebanyak 800 orang sehingga prosentase capaian 100 persen dan termasuk aktegori Baik. Sedangkan untuk target sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1000 orang dengan target akhir Renstra 2021 sebanyak 800 orang. 

3.2.2.6 Sasaran VI : Meningkatnya Keakuratan dan Kemutahiran Database Kepegawaian
1. Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK
Bahwa untuk mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian diperlukan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi dengan menerapkan satu database Pegawai Negeri Sipil dengan standarisasi data, baik dalam format maupun penggunaan klasifikasi baku data tabel referensi. Dengan tersedianya satu sistem manajemen informasi kepegawaian diharapkan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian.
Penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi dengan menggunakan satu database Pegawai Negeri Sipil, maka akan tercipta satu database Pegawai Negeri Sipil yang akurat dan terkini untuk digunakan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian serta meningkatkan pelayanan Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian serta dapat menyajikan data/informasi kepegawaian.
Untuk standarisasi dan tertib administrasi dalam pelayanan kepegawaian pengelolaan database Pegawai Negeri Sipil, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik maka perlu pengembangan pengelolaan database Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya mencakup seluruh kegiatan mutasi data kepegawaian, pertukaran data/informasi kepegawaian serta pemeliharaan dan penyimpanan data kepegawaian maka sangat dibutuhkan peremajaan data secara kontinyu dan berkesinambungan.
A. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang – Undang nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil
4. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun 2019
B. T U J U A N
Pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Pengembanagan Sistem Informasi kepegawaian Daerah untuk  mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang handal dengan harapan terwujudnya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akurat. Tujuan lebih lanjut yang diharapkan dari penggunaan sistem adalah untuk 
mewujudkan data pegawai yang mutakhir sehingga akan mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepegawaian secara transparan dan objektif. Selain itu Sistem Informasi Manajemen kepegawaian juga dapat dimanfaatkan antara lain :
a. Sebagai dasar pengembangan sumber daya aparatur
b. Merencanakan Kebutuhan Pegawai
c. Merencanakan penyebaran (mutasi) pegawai sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya
d. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat 
e. Menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian pegawai
f. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir, akurat dan terintegrasi
g. Membantu kelancaran dalam proses manajemen kepegawaian.
C. M A N F A AT
Simpeg sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pengelola kepegawaian yang ada, karena pegawai merupakan asset penting bagi penyelenggaraan organisasi yang perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan kepegawaian yang baik dalam lingkup kecil akan meningkatkan kinerja pegawai dan dalam lingkup yang lebih besar dan akan membawa perbaikan kinerja pemerintahan secara keseluruhan sedangkan manfaat lainnya adalah sebagai berikut :
a. Pelacakan informasi data seorang pegawai akan mudah dan cepat
b. Pembuatan laporan dapat mudah dikerjakan
c. Mengetahui Pegawai yang akan naik pangkat dan yang akan pension
d. Memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian
e. Mendapatkan profil pegawai dengan mudah dan cepat
D. T A R G E T
Target dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Pengambangan Sistem Informasi kepegawaian daerah ini adalah terifutnya seluruh proses manajemen kepegawaian ke dalam satu sistem yaitu SIMPEG yang meliputi :
1. Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
2. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil
3. Mutasi antar Kabupaten dalam Propinsi
4. Mutasi antar Kabupaten Luar propinsi
5. Mutasi antar OPD
6. Mutasi Kepangkatan/Golongan
7. Mutasi Jabatan Struktural
8. Mutasi jabatan Fungsiona tertentu
9. Peningkatan Pendidikan
10. Pensiun baik yang mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia maupun pensiun atas permintaan sendiri
11. Pendidikan dan pelatihan pegawai
12. Serta data sekunder lainnya
E. PELAKSANAAN KEGIATAN
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan suatu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen  dan administrasi kepegawaian sebuah instansi, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ( SIMPEG ) menjadi solusi tepat bagi sebuah instansi dalam mengatasi masalah manajemen kepegawaian.
Sub bidang Dokumentasi dan pengolahan data  mengelola dua sistem  aplikasi kepegawaian  yaitu  Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)  aplikasi yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaia ( SIMPEG ) yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau. 
Agar output dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dapat dipergunakan sebagai acuan semua proses manajemen kepegawaian maka instansi harus secara rutin mengadakan peremajaan di semua proses kepegawaian oleh sebab itu sub bidang dokumentasi dan pengolahan data Aparatur melalui kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Tahun 2019 telah melaksanakan peremajaan data yang meliputi semua out put dari bidang-bidang yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  Kabupaten Berau. Kegiatan Update data/peremajaan data yang telah terlaksana sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Peremajaan  data Guru SMP sebanyak  = 517  
2. Peremajaan  data Guru SD  sebanyak  = 1038  
3. Peremajaan  data Guru TK sebanyak  = 38  
4. Peremajaan data Pejabat Strukturl  dan Pejabat Fungsional  = 482
5. Peremajaan data mutasi staf  = 205
6. Update data kenaikan pangkat periode April 2019 = 595
7. Input data Calon pegawai Negeri Sipil = 92
8. Update data pensiun yang mencapai BUP  = 88
9. Update data pensiun dini (APS)  = 4
Sub bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Aparatur juga memenuhi permintaan data dari stakeholder yang membutuhkan data dengan format permintaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing antara lain :
a. Kantor Statistik
b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
d. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
Tabel 3.20
Indikator Kinerja
Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK
	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	1
	Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK
	Orang
	7500
	6000
	5047
	84,12
	6000



Analisis Sasaran Meningkatnya Keakuratan dan Kemutahiran Database Kepegawaian
Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK pada tahun 2019 dari target yang ditetapkan sebanyak 6000 orang yang terealisasi sebanyak 5047 orang sehingga tidak mencapai target yang diharapkan yaitu sebsar 84,12 persen. Namun demikian untuk capaian masih dalam kategori baik. Dan jika melihat capaian sampai dengan tahun 2018 sebanyak 7500 Orang dengan Target akhir Renstra 6000 orang secara umum kegiatan ini sudah mencapai target yang ditetapkan. 
· Hambatan atau Masalah :
1. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan data. Secara umum subbidang Dokumentasi dan Pengolahan data saat ini sangat kekurangan personil sehingga masih ada  dokumen kepegawaian yang belum, terinfut.
2. Kurang pedulinya pegawai dengan data mereka sendiri tentang peningkatan pendidikan, tambah anggota keluarga, atau pindah domisili.
3. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar bidang dan antar Sub Bidang.
· Strategi Upaya Pemecahan Masalah :
1. Penambahan jumlah personil di Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan data Aparatur yang mempunyai pendidikan minimal D. III dibidang IT.
2. Perlunya sosialisasi kepada setiap pegawai mengenai pentingnya perubahan data pribadi untuk dilaporkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
3. Sangat perlu koordinasi semua lini terutama bidang-bidang dan Sub Bidang yang menghasilkan SK tidak melaui sitem misalnya : Pensiun atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat, hukuman disiplin, diklat-diklat yang diikuti pegawai dan pemberhentian sementara.

3.2.2.7 Sasaran VII : Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan BKPP
1. Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang tersusun
Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau diperlukan dokumen perencanaan, dokumen evaluasi dan dokumen pelaporan.
Tabel 3.21
Indikator Kinerja
Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang tersusun

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	1
	Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang tersusun
	Buku
	
	12
	29
	241,67
	340



Analisis sasaran Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan BKPP
Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun pada tahun 2019 ditetapkan target sebesar 12 buku dan realisasi yang dicapai sebesar 29 buku, prosentase capaian sebesar 241, 67 persen dan masuk kategori baik sekali. Namun demikian untuk capaian realisasi hingga pada tahun 2018 tidak ada target yang ditetapkan sementara target akhir 2021 yang  ditetapkan sangat besar.
· Masalah atau Hambatan :
1. Dokumen RPJMD, Renstra, RKT dan DPA belum sepenuhnya selaras sehingga pada saat penyusunan perencanaan strategis sampai penyusunan laporan-laporan, terdapat data yang tidak akurat dan tidak sinkron dalam penyampaian laporan
2. Masih lambatnya laporan yang disampaikan oleh Bidang-bidang yang mengelola kegiatan,  sehingga berpengaruh terhadap pembuatan laporan berkala yang akan dievaluasi oleh Baplitbang yang merupakan salah satu dasar pembuatan laporan tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan rutin lainnya
· Strategi Upaya Pemecahan Masalah :
1. Agar Perangkat Daerah yang membidangi mengadakan bimbingan tekhnis dan pembelajaran terkait penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan sehingga diperoleh dokumen perencanaan dan laporan yang baik dan akurat sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi pembelajaran dengan Baplitbang, BPKAD dan Bagian Organisasi serta Perangkat Daerah lainnya terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan sehingga data yang disampaikan dalam penyusunan laporan dapat tersaji dengan baik, sistematis dan akurat sesuai dengan petunjuk tekhnis.

2. Jumlah Kegiatan  Sosialisasi Kinerja SKPD

Tabel 3.22
Indikator Kinerja
Jumlah Kegiatan  Sosialisasi Kinerja SKPD

	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Capaian 2018
	
	Tahun 2019
	
	Target Akhir

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	% capaian
	Renstra (2021)

	1
	Jumlah Kegiatan  Sosialisasi Kinerja SKPD
	Bulan
	36
	12
	9
	75
	48



Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indikator jumlah jumlah kegiatan sosialisasi kinerja SKPD pada tahun 2019 ditetapkan target sebesar 12 bulan dan realisasi yang dicapai sebesar 9 bulan, dan hanya mencapai 75 persen prosentase capaian, dengan target akhir 48 bulan dan capaian hingga tahun 2018 36 bulan, kegiatan ini masuk kategori baik
3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Berau

Tabel 3.23
Capaian Sasaran dan Efisiensi Penyerapan Anggaran
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau
Tahun 2019

	
No
	
Sasaran
	
Indikator Kinerja
	
Capaian Kinerja
%

	
Penyerapan Anggaran %
	
Tingkat Efisiensi

	1
	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional

	Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Berau yang mengikuti Diklat
	100
	96,47
	3,53

	
	
	Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau
	100
	96,81
	3,19

	
	
	Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	100
	97,48
	2,52

	
	
	Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan II dan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS
	100
	99,60
	0,4

	
	
	Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas  Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
	86,67
	99,47
	(12,8)

	2
	Meningkatnya kualitas pendistribusian Aparatur Sipil Negara
	Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensinya
	144,80
	93,89
	50,91

	
	
	Presentase kesesuaian penempatan jabatan eselon
	100
	62,34
	37,66

	3
	Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disiplin

	Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang diproses berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
	100
	99,96
	0,04

	
	
	Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
	220
	98,90
	121,11

	
	
	Jumlah Aparat yang mengikuti bimbingan kinerja dan sumber daya
	80
	62,54
	17,46

	4
	Terwujudnya sistem rekruitmen yang ideal

	Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi (Seleksi Penerimaan CPNS)
	100
	75.48
	24,52

	5
	Terwujudnya Exellent Service bidang kepegawaian








	Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim Tepat Waktu (Pengurusan SK Pensiun dan Klaim tepat waktu)
	105

	99,99
	0,01

	
	
	Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu , taspen 
	85,50
	100
	(14,5)

	
	
	Jumlah penyelesaian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
	90
	99,80
	(9,80)

	
	
	Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
	246
	93,63
	152,37

	
	
	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monitoring
	61,54
	93,10
	(31,56)

	
	
	Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat
	100
	97,04
	2,96

	6
	Meningkatnya keakuratan dan kemutahiran database kepegawaian
	Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK
	84,12
	91,46
	(7,34)

	7
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan BKPP
	Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang tersusun
	241,67
	60,81
	180,86

	
	
	Jumlah Kegiatan  Sosialisasi Kinerja SKPD
	75
	99,97
	(24,97)




Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai sama atau lebih dari 100 %. Dapat dilihat pada tabel diatas untuk sasaran terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dengan  5 indikator utama, dimana 4 indikator menunjukkan pencapaian yang sama dengan 100 %. Untuk sasaran meningkatnya kualitas pendistribusian ASN dengan 2 indikator kinerja utama yang menunjukkan pencapaian yang sama dan lebih dari 100%. Pada sasaran mewujudkan aparatur sipil negara yang disiplin dengan 3 indikator utama dimana 2 indikator menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100 %. 
 Demikian juga pada sasaran terwujudnya sistem rekruitmen yang ideal dengan 1 indikator utama menunjukkan capaian kinerja 100 %. Namun pada sasaran terwujudnya excellent service bidang kepegawaian dengan 6 indikator utama, dimana 3 indikator belum menunjukkan efisiensi anggaran yang signifikan. Demikian juga pada sasaran meningkatnya keakuratan dan kemutakhiran data base kepegawaian dengan 1 indikator belum menunjukkan efisiensi anggaran.  Pada sasaran Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dengan 2 indikator utama, salah satunya menunjukkan efisiensi anggaran yang sangat tinggi yaitu indikator jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun dengan capaian kinerja 241,67 %. Banyaknya sasaran dan indikator yang berhasil dicapai dengan sumber daya efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip efektif dan efisiensi sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
3.4 Realisasi Anggaran

Tabel 3.24
Realisasi Belanja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau
Tahun 2019

	NO
	Uraian
	Anggaran 2019
	Realisasi 2019
	%
	Realisasi 2018

	1
	Belanja
	14.835.252.000,-
	13.529.613.553,-
	91,20
	12.650.240.158,-

	
	Belanja Pegawai
	5.757.380.000,-
	5267.457.984,-
	91,49
	4947.256.239,-

	
	Belanja Barang dan Jasa
	8.384.663.000,-
	7792.310.569,-
	92,94
	7.284.921.319,-

	
	Belanja Modal Peratan dan Mesin
	693.209.000,-
	469.845.000,-
	67,78
	393.350.000,-

	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	0
	0
	0
	24.712.600,-

	
	SURFLUS / (DEFISIT)
	(14.835.252.000,-)
	(13.529.613.553,-)
	91,20
	(12.650.240.158,-)

	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA)
	(14.835.252.000,-)
	(14.835.252.000,-)
	91,20
	(12.650.240.158,-)



Tabel 3.25
Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau
Tahun 2019

	No
	Uraian Program / Kegiatan
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	Penyerapan %

	A
	Program Pelayanan Administrasi  Perkantoran
	1.707.823.000,-
	1.538.633.388,-
	90,09

	1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.000.000,-
	2.709.000,-
	54,18

	2
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	100.000.000,-
	91.946.814,-
	91,95

	3
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
	103.500.000,-
	61.485.841,-
	59,41

	4
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	102.384.000,-
	102.008.000,-
	99,63

	5
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	7.739.000,-
	7.588.300,-
	98,05

	6
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
	15.000.000,-
	9.430.000,-
	62,87

	7
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	15.000.000,-
	14.996.500,-
	99,98

	8
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	20.000.000,-
	4.135.200,-
	20,68

	9
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
	7.000.000,-
	7.000.000,-
	100

	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	277.500.000,-
	251.285.000,-
	90,55

	11
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7.500.000,-
	7.455.000,-
	99,40

	12
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	20.000.000,-
	19.937.700,-
	99,69

	13 
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	240.000.000,-
	230.469.433,00
	96,03

	14
	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
	115.000.000,-
	92.100.000,-
	80,09

	15
	Penyediaan Jasa Administrasi / Tekhnis Perkantoran
	672.200.000,-
	636.086.600,-
	94,63

	B
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	20.000.000,-
	19.075.000,-
	95,38

	1
	Penyediaan Kendaraan Bermotor
	20.000.000,-
	19.075.000,-
	95,38

	C
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	37.500.000,-
	30.636.299,-
	81,70

	1
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
	17.500.000,-
	10.642.299,-
	60,81

	2
	Sosialisasi Kinerja Program SKPD
	20.000.000,-
	19.994.000,-
	99,97

	D
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	3.140.000.000,-
	3.074.460.628,-
	97,91

	1
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD
	1.690.000.000,-
	1.630.294.188,-
	96,47

	2
	Pengiriman Latihan Prajabatan Golongan II dan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS
	1.450.000.000,-
	1.444.166.440,-
	99,60

	E
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	4.172.549.000,-
	3.599.350.254,-
	86,26

	1
	Seleksi Penerimaan Calon PNS
	711.500.000,-
	537.030.268,-
	75,48

	2
	Penempatan PNS
	330.000.000,-
	309.850.000,-
	93,89

	3
	Pengurusan Kenaikan Pangkat bagi PNS
	242.000.000,-
	234.847.142,-
	97,04

	4
	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
	140.000.000,-
	128.039.880,-
	91,46

	5
	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	422.500.000,-
	411.868.445,-
	97,48

	6
	Pengurusan dan Penganugrahan Tanda Kehormatan Bagi PNS yang berprestasi melalui pemberian Tanda Kehormatan SLKS
	80.000.000,-
	74.906.900,-
	93,63

	7
	Proses PenangananKasus - Kasus pelanggaran Disiplin PNS
	100.000.000,-
	98.899.800,-
	98,90

	8
	Pemberian Biaya Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Bagi PNS di Lingkungan Pemkab Berau
	705.000.000,-
	701.272.093,-
	99,47

	9
	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau
	75.000.000,-
	72.610.800,-
	96,81

	10
	Pengurusan SK Pensiun dan Klaim Tepat Waktu
	180.000.000,-
	179.979.997,-
	99,99

	11
	Penyelesaian Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen di Lingkungan Pemkab Berau
	79.680.000,-
	79.679.932,-
	100

	12
	Pemetaan Kompetensi Jabatan Struktural PNS
	347.797.000,-
	216.828.695,-
	62,34

	13
	Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Bagi PNS Kab. Berau
	50.000.000,-
	49.902.388,-
	99,80

	14
	Proses Penanganan Kasus-Kasus Hukum PNS
	75.000.000,-
	74.973.614,-
	99,96

	15
	Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan BKPP Kab. Berau
	105.000.000,-
	97.755.000,-
	93,10

	16
	Peningkatan Kinerja dan Sumber Daya Aparatur
	529.072.000,-
	330.905.300,-
	62,54
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